
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR   13TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 49 TAHUN
2021  TENTANG PENJABARAN   ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang     :      a.    bahwa  berdasarkan   Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor
198/PMK.07/2021     tentang     Pengelolaan     Dana    Alokasi
Khusus   Fisik,   Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor      2
Tahun  2022   tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana
Alokasi    Khusus    Non    Fisik    Bidang    Kesehatan    Tahun
Anggaran  2022,   Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor     04
Tahun   2022   tentang   Petunjuk   Operasional   Pengelolaan
Dana    Alokasi    Khusus    Fisik    Bidang    Pertanian    Tahun
Anggaran  2022,        dan  Nota  Dinas  Kepala  SKPD   Perihal
Pergeseran  Anggaran,  maka  perlu  dilakukan  penyesuaian
penerimaan  daerah  dan  belanja  daerah  Alokasi  DAK  Non
Fisik Bidang Kesehatan,  DAK Fisik Bidang Pertanian,  serta
Dana  Transfer  Lainnya,  berkenaan  dengan  hal  dimaksud
perlu  melakukan  pergeseran  anggaran  pada.  SKPD  dalam
rangka    penyesuaian     pendapatan     dan     belanja    pada
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2022;

b.   bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Rembang  telah  menetapkan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor   11  Tahun
2021   tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

c.    bahwa  sesuai  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 27 Tahun 2021  tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2022,  Pemerintah Daerah menganggarkan
pendapatan  yang  bersumber  dari  dana  transfer  ke  daerah
yang  penggunaannya  sudah  ditentukan  dengan  petunjuk
teknis    sesuai    dengan    peraturan    perundang-undangan.
Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud
penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun
berkenaan,   Pemerintah   Daerah   melakukan   penyesuaia.n
atas     penggunaan     dana     transfer     dimaksud     dengan
melakukan  perubahan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan
kepada   pimpinan   DPRD,   untuk   selanjutnya   ditampung
sebelum   ditetapkan      dalam   Peraturan   Daerah   tentang
Perubahan  APBD  Tahun  Anggaran  2022  atau  dilaporkan
dalam  LRA bagi  Pemerintah  Daerah yang  tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;



Men8ingat

d.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf  a,  huruf  b  dan  huruf  c,  perlu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021  tentang Penjabaran
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2022;

1.   Undang-Undang      Nomor       13      Tahun       1950      tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

2.   Undang-Undang      Nomor      28      Tahun      1999      tentang
Penyelenggaraan    Negara   yang    Bersih    dan    Bebas    dari
Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   1999   Nomor   75,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.   Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.   Undang-Undang      Nomor       1       Tahun       2004       tentang
Perbendaharaan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.   Undang-Undang      Nomor       15      Tahun      2004      tentang
Pemeriksaan   Pengelolaan   dan   Tanggungjawab   Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400

6.   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.   Undang-Undang   Nomor   40   Tahun   2004   tentang   Sistem
LJaminan    Sosial    Nasional    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor   150,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2022
Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6757);

9.    Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   11   Tahun   2020   tentang   Cipta   Kerja   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020    Nomor    245,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6573);



10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negera  Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 6322);

11.    Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor      160/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana lnsentif Daerah;

12.    Peraturan   Menteri    Keuangan    Nomor    198/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

13.    Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor      215/PMK.07/2021
tentang  Penggunaan,  Pemantauan  dan  Evaluasi  Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau;

14.   Peraturan   Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun   2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   27   Tahun   2021
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

16.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Rembang  Nomor   5  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten   Rembang   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Rembang   Nomor   6  Tahun
2021   tentang   Perubahan   Kedua   atas   Peraturan   Daerah
Kabupaten    Rembang    Nomor    5    Tahun    2016    tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Rembang  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rembang  Tahun
2021   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupa.ten
Rembang Nomor  128);

17.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Rembang   Nomor   7   Tahun
2021    tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran
Daerah    Kabupaten    Rembang    Tahun    2021     Nomor    7,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor
130);

18.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor   11  Tahun
2021   tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten   Rembang   Tahun   Anggaran   2022   (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021  Nomor  11);

19.   Peraturan  Bupati  Rembang Nomor 28 Tahun  2017  tentang
Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan  Bupati  dan  Keputusan
Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupa.ti
Rembang  Nomor  2  Tahun  2021   tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Bupati  Rembang Nomor 28 Tahun  2017  tentang
Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan  Bupati  dan  Keputusan
Bupati  (Berita  Daerah  Kabupaten  Rembang  Tahun  2017
Nomor 28);

20.   Peraturan  Bupati Rembang Nomor 49  Tahun  2021  tentang
Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Kabupaten  Rembang  Tahun  Anggaran  2022  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  8
Tahun   2022   tentang   Perubahan   Kedua   atas   Peraturan
Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021  tentang Penjabaran



Agar       setiap       oraing       mengetahuinya,       memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.
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